PAGE  
17

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Anggaran Belanja

2.1.1  Pengertian Anggaran Belanja 

Anggaran sangat penting bagi sebuah perusahaan karena anggaran berfungsi sebagai tolak ukur penilaian kemajuan perusahaan dalam mencapai tujuannya. Anggaran berguna dalam proses perencanaan karena anggaran dapat meningkatkan komunikasi dan koordinasi, begitu juga dalam proses pengendalian, anggaran berguna karena menyediakan basis untuk pengevaluasian kerja.


Menurut M. Munandar (2001:1) menyatakan  bahwa :

Anggaran (Budgeting) adalah suatu rencana uang disusun secara sistematis yang meliputi seluruh kegiatan, yang dinyatakan dalam unit (kesatuan) moneter dan berlaku untuk jangka waktu (periode) tertentu yang akan datang.
Sedangkan menurut  Nafarin (2000:9) menyatakan bahwa ”Anggaran adalah suatu rencana tertulis mengenai kegiatan suatu organisasi yang dinyatakan secara kualitatif dan umumnya dinyatakan dalam satuan uang untuk jangka waktu tertentu.” 
Belanja daerah merupakan penurunan dalam manfaat ekonomis selama periode tertentu dalam bentuk arus keluar, arus defisit aset, atau terjadinya karena utang yang mengakibatkan berkurangnya ekuitas dana, selain yang berkaitan dengan distribusi kepada para peserta ekuitas pada pemerintah daerah tersebut.

Maka menurut Abdul Hakim (2002:68) pengertian Belanja adalah “Semua pengeluaran pemerintah daerah pada suatu periode anggaran”

Sedangkan definisi Belanja menurut IASC Fran memory (2002:62)adalah : 

Penurunan dalam manfaat ekonomi selama periode akuntansi dalam bentuk arus keluar, atau deplesi aset atau terjadinya utang yang mengakibatkan berkurangnya ekuitas dana, selain yang berkaitan dengan detribusi kepada para peserta ekuitas dana.
Anggaran belanja merupakan merupakan pedoman pelaksanaan kegiatan pengeluaran keuangan daerah yang disusun untuk kurun waktu tertentu. Dengan kata lain, anggaran belanja menggambarkan seluruh kebijaksanaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan merupakan suatu sarana untuk untuk mewujudkan pembangunan daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab.

Maka dapat disimpulkan Anggaran Belanja Menurut Aliminsyah dan Pandji (2003:53) menyatakan Bahwa Anggaran Belanja adalah : “suatu anggaran yang memperlihatkan pendapatan yang sedang berjalan persis sama dengan pengeluaran yang sedang berjalan”

Kesimpulanya bahwa anggaran belanja merupakan penjabaran rencana ke dalam jangka kuantitatif, tiap rencana yang menyangkut keuangan, digunakan sebagai taksiran serta untuk mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan di kemudian hari, tiap rencana yang sistematis untuk penggunaan tenaga kerja, bahan-bahan dan faktor produksi lainnya, rencana pengeluaran dan penerimaan pemerintah di kemudian hari dalam jangka waktu satu tahun.
2.1.2  Fungsi Anggaran Belanja


Fungsi dari Anggaran Belanja menurut Abdul Hakim (2002:13) adalah :

a. Sebagai pedoman pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah untuk satu periode dimasa yang akan datang.

b. Sebagai alat ukur untuk meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat daerah.

c. Sebagai alat pengawasan bagi masyarakat daerah terhadap kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah daerah.

d. Sebagai alat mengevaluasian kinerja pemerintah daerah dalam periode tertentu. 
2.1.3  Klasifikasi Anggaran Belanja

Secara umum Anggaran Belanja menurut Abdul Hakim (2002:69) dikelompokan menjadi lima kelompok, yaitu :
1. Belanja Administrasi Umum

            Belanja Administrasi Umum adalah semua pengeluaran pemerintah daerah yang tidak berhubungan secara langsung dengan aktifitas atau pelayanan publik. Belanja Administrasi Umum terdiri dari :
1) Belanja pegawai
                        Merupakan pengeluaran pemerintah daerah untuk orang/personel yang tidak berhubungan secara langsung dengan aktifitas atau biaya tetap pagawai. Belanja ini meliputi :

a. Biaya gaji dan tunjangan

b. Biaya perawatan

c. Biaya pengembangan sumber daya manusia
2) Belanja Barang

Merupakan pengeluaran pemerintah daerah untuk penyediaan barang dan jasa yang tidak berhubungan langsung dengan pelayanan publik. Belanja ini meliputi :

a. Biaya bahan habis pakai

b. Biaya jasa kantor

c. Biaya cetak dan penggandaan

d. Biaya langganan

e. Biaya pakaian dinas

3) Belanja Perjalanan Dinas
Merupakan peneluaran pemerintah untuk biaya perjalanan pegawai atau dewan yang tidak berhubungan secara langsung dengan pelayana publik. Belanja ini meliputi :

a. Biaya perjalanan dinas

b. Biaya perjalanan pindah

c. Biaya pemulangan pegawai yang gugur, dipensiunkan, dan cuti besar

4) Belanja Pemeliharaan

Merupakan pengeluaran pemerintah daerah untuk pemeliharaan barang daerah yang tidak berhubungan secara langsung dengan pelayanan publik. Belanja ini meliputi :

a. Biaya pemeliharaan gedung kantor

b. Biaya pemeliharaan rumah dinas dan asrama

c. Biaya pemeliharaan meubelair 

d. Biaya pemeliharaan perlengkapan kantor

e. Biaya pemeliharaan peralatan kantor

f. Biaya pemeliharaan emplasment kantor
2. Belanja Operasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Publik

Belanja ini merupakan semua pengeluaran pemerintah daerah yang berhubungan dengan aktifitas atau pelayanan publik. Belanja ini meliputi :
1) Belanja Pegawai

Merupakan pengeluaran pemerintah daerah untuk orang/personel yang berhubungan secara langsung dengan aktifitas atau biaya pagawai yang bersifat variabel. Belanja ini meliputi :

a. Honorarium
b. Upah lembur

c. Upah

d. Upah paket

e. Insentif
3. Belanja Barang

Merupakan pengeluaran pemerintah daerah untuk penyediaan barang dan jasa yang berhubungan langsung dengan pelayanan publik. Belanja ini meliputi :

a. Biaya sewa

b. Biaya bahan percontohan
4. Belanja Perjalanan Dinas

Merupakan peneluaran pemerintah untuk biaya perjalanan pegawai yang berhubungan secara langsung dengan pelayanan publik. Belanja ini meliputi :

a. Biaya perjalanan dinas dalam daerah

b. Biaya perjalanan dinas luar daerah
5. Belanja Pemeliharaan

Merupakan pengeluaran pemerintah daerah untuk pemeliharaan barang daerah yang berhubungan secara langsung dengan pelayanan publik. Belanja ini meliputi:

a. Biaya pemeliharaan gedung pelayanan umum
b. Biaya pemeliharaan jalan dan jembatan
c. Biaya pemeliharaan kendaraan
d. Biaya pemeliharaan perlengkapan operasional

e. Biaya pemeliharaan peralatan operasional

f. Biaya pemeliharaan emplasment 
g. Biaya pemeliharaan mesin
h. Biaya pemeliharaan sungai dan saluran/kanal
i. Biaya pemeliharaan museum
j. Biaya pemeliharaan terminal
k. Biaya pemeliharaan kebun dan ternak
l. Biaya pemeliharaan taman
6. Belanja Transfer
Belanja transfer merupakan pengalihan uang dari pemerintah daerah kepada pihak ketiga tanpa adanya harapan untuk mendapatkan pengembalian imbalan maupun keuntungan dari pengalihan uang tersebut. Belanja ini terdiri atas :

1) Angsuran Pinjaman

2) Dana Bantuan

3) Dana Cadangan

7. Belanja Tak Tersangka 

Belanja tak tersangka adalah pengeluaran pemerintah yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk membiayai kegiatan yang tak terduga dan kejadian luar biasa.
8. Belanja Modal 

Belanja modal merupakan pengeluaran pemerintah daerah yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya operasi dan pemeliharaan. Belanja ini meliputi :
1) Belanja Publik

Belanja yang manfaatnya dapat dinikmati secara langsung oleh masyarakat umum.

2) Belanja Aparatur

Belanja yang manfaatnya tidak dapat dinikmati oleh masyarakat, tetapi dirasakan secara langsung oleh aparatur.
2.2   Laporan Realisasi Anggaran
Laporan realisasi anggaran sangatlah penting agar bisa mengetahui hal-hal yang mempengaruhi pelaksanaan anggaran, antara lain kebijakan fiskal dan moneter, sebab-sebab terjadinya perbedaan yang material antara anggaran dan realisasinya, dan daftar yang memuat rincian lebih lanjut mengenai angka-angka yang dianggap perlu untuk dijelaskan. 


Menurut Atep Adya Barata (2004:114) Pengertian Laporan Realisasi Anggaran yaitu:

  Laporan realisasi anggaran pemerintah pusat atau daerah mengungkapkan berbagai kegiatan keuangan pemerintah pusat atau daerah untuk satu periode, yang menunjukan ketaatan terhadap ketentuan perundang-undangan melalui penyajian ikhtisar sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya yang dikelolanya.
Sedangkan menurut M. Munandar (2001:20) menyatakan bahwa :

  Laporan realisasi anggaran adalah laporan tentang realisasi pelaksanaan anggaran, yang dilengkapi dengan berbagai analisa perbandingan antara anggaran dengan realisasinya itu, sehingga dapat diketahui penyimpangan-penyimpangan yang tejadi, baik penyimpangan yang menguntungkan maupun yang merugikan, dapat diketahui sebab-sebab terjadinya penyimpangan tersebut, sehingga dapat ditarik beberapa kesimpulan dan tindak lanjut (follow-up) yang segera perlu dilakukan.
Maka laporan realisasi anggaran merupakan laporan yang sistematis dan terperinci tentang realisasi pelaksanaan anggaran (budget), yang dapat mengetahui penyimpangan-penyimpangan yang tejadi beserta analisis dan evaluasinya, dari waktu-kewaktu selama periode yang akan datang. Laporan ini menyangkut hal yang penting dalam pelaksanaan-pelaksanaan anggaran yang menghasilkan keseimbangan antara anggaran pendapatan, anggaran belanja, dan anggaran lain yang telah di realisasikan dan akan dirinci oleh pemerintah pada setiap tahunnya.

Dengan demikian dapat disimpulkan dari laporan realisasi anggaran ini, akan diperoleh gambaran mengenai keseimbangan antara anggaran-anggaran dan pembiayaan dengan realisasi yang telah diberikan. Dari laporan realisasi kita dapat mengetahui  informasi mengenai perbandingannya, yang nantinya akan dirinci dalam laporan keuangan.

2.3  Analisis Anggaran Belanja Rutin Terhadap Laporan Realisasi Anggaran

Laporan keuangan daerah berisi berupa neraca, laporan laba-rugi, dan laporan realisai. Laporan realisasi anggaran merupakan suatu realisasi (aktual) yang akan di bandingkan dengan anggaran (rencana). Agar realisasi dapat dibandingkan dengan anggaran, maka rekening atau perkiraan yang digunakan harus sama dengan perkiraan yang digunakan dalam penyusunan anggaran. Suatu anggaran harus mengikuti format laporan realisasi yang berkaitan dengan operasi Input (masukan), Ouput (keluaran) dan posisi keuangan yang di gunakan perusahaan.
Anggaran belanja dalam pelaksanaanya mengacu kepada anggaran yang telah disusun oleh bagian penganggaran dibawah bagian keuangan. Pada akhir pelaksanaan aktifitas tersebut selalu dilakukan penyususnan laporan realisasi anggaraan yang akan dilakukan oleh bagian keuangan pada setiap periode. 

Perbandingan antara realisasi dengan anggaran tidak ada gunanya bila pengelompokan rekening tidak sesuai dengan anggaran. Dalam rekening harus di kembangkan menurut pusat pertanggungjawaban harus dilengkapi dengan perintah standar untuk penetapan beban (expense) dan pendapatan (revenue) pada setiap jenis.
Menurut Atep Adya Barata dan Bambang Trihartanto (2004:115) dari laporan realisasi anggaran ini akan diperoleh gambaran mengenai keseimbangan antara anggaran pendapatan, anggaran belanja, dan pembiayaan dengan realisasinya. Dari laporan realisasi kita dapat mengetahui informasi mengenai perbandingan antara pos-pos pendapatan, belanja, dan pembiayaan lainya yang nantinya akan dituangkan dalam laporan keuangan.

Dari uraian di atas menunjukan bahwa anggaran belanja dan laporan realisasinya sangat berhubungan pada setiap perusahaan atau instansi pemerintah dalam melaksanakan kegiatan keuangannya untuk tercapainya tujuan.
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